| SALINAN |

HIE

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI INDEKS
BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN
HONORARIUM TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan satuan biaya perjalanan
dinas dalam negeri pada Standarisasi Indeks Biaya
Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium
Tahun 2017, perlu mengubah yang kedua Peraturan
Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan,
Pengadaan dan Honorarium Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks
Biaya  Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan
Honorarium Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan
Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4713);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan . . .



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan
Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;

21. Peraturan . . .



21. Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan,
Pengadaan dan Honorarium Tahun 2017 (Berita Daerah
Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 15.A
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks
Biaya  Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan  dan
Honorarium Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun
2017 Nomor 15.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS
PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN,
PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2017.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium
Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 15.A Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium
Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 15.A)diubah
sebagaiberikut :

1. Ketentuan Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf BSatuan Biaya
Perjalanan Bagi Walikota/WakilWalikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS
dan Non PNS halaman 1 point B.1 bahwa pada Rumpun ke 1 kalimat Ketua
DPRD dihapus diganti Pimpinan DPRD dan ditambahkan kalimat Wakil
Walikota/Pimpinan Dewan sehingga pada rumpun tersebut berbunyi
Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan Dewan, pada Rumpun ke 2 kalimat
Wakil Walikota dan wakil Ketua Ketua DPRD dihapus sehinggga Rumpun ke
2 hanya ada kalimat Sekretaris Daerah, untuk rumpun yang selanjutnya
tidak mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran Bab [ Indeks Biaya Kegiatan huruf B Satuan
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan dan
Anggota DPRD, PNS serta Non PNS halaman 4 pada Kolom Keterangan
pada Kalimat yang bertanda ** Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan
sebesar 30 % (tiga puluh) dari tarip penginapan di kota tujuan dirubah
menjadi Dalam hal pelaksana perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan
biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel
di Kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan
dinas dan dibayarkan secara lumsum selanjutnya untuk kalimat

dalam . . .



dalam hal biaya penginapan telah ditanggung oleh Panitia penyelenggara
maka kepada pelaksana SPPD tidak diberikan lagi biaya penginapan baik
secara penuh maupun 30 % sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 23 Oktober 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 23 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
ttd
YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAIJA BAGIAN HUKUM,

Pembina
NIP 19731003 199311 1 001



I. INDEKS BIAYA EEGIATAN

LAMPIRAN

PEFATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMORE 21 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KEEDUA ATAS PERATUFAN
WALIKOTA TEGAL NOMOE 15 TAHUN 2016
TENTANG STANDAFISASI INDEKS BIAYA
KEGIATAN, PEMELTHARAAN, FENGADAAN DAN
HONOFAFRIUM TAHUN 2017

PERINCIAN
NO|JENIS EEGIATAN KEGIATAN EATTAN INDEKES HARGA EETERANGAN
E. |Satuan Biaya
Perjalanan Dinas Untuk Perjalanan Dinas mengacu pada
Bag Peraturan Menteri Dalam MNeperi Nomor
'i.i'i.-'alﬁkntaﬂi'i.-'al::il “‘TEiL"-l{.ﬂtEl: Walal _ Ezelon II Feelom TII Eselon III Eselon IV| Staf/ 312016 tentang Pedoman PEL‘.I&'L.I.S-LEL'.I.-EL'L'.I.
Walikota, Walilcota dan Seloretaris dan (Kepala Non Kepala /Auditor | Auditor Anpeearan Pendapsatan dan Belanja Dasrsh
Pimpinsn dan Pimpinan Daerah Angpota SKPD) SKEPD /[ Audi ol TII Gol I Tahun Anggaran 2017
Angeota DPRD, DFED DFED tor Gol IV
FNS serta Non
PNS
E.1 Perjalanan
Dalam MNeperi
a Uang . Dalam Daersh | OH (Ep 2.000.000 | 1.700.000 (1 .600.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 750.000 | 420.000 |Uang Harian dibayarlkan secara Lumpsum
Harism di Provinsi
Jawa Tengah
. Luar Provinsi| OH |Fp 2.100.000| 1200000 (1700000 |1.500.000 | 1.100.000 | B50.000 | 530000 |Untuk kegiatan bintelk/pendidilkan di luar
Jawa Tengah daerah peserta dapat diberikcan Uang
. Lusr Pulau | OH |Rp 2.200.000| 1.900.000 |1.800.000 |1.600.000 | 1.200.000 | 950.000 | 650.00¢ |F22riex Diklat yang besarnya sama dengan
Jawa Uang Harian Perjalanan Dinas, dengan
__ _ _ _ _ ketentuan sebagail berilout -
- gf:;lf:tﬂ'l CH |Fp 750,000 S00.000 450000 400000 | 350,000 300,000 | 250,000 { 5/d 4 hari: 50 % Usng Harian
]{abupe:ten 5-8 h-sn : EE; '3':'-: Uang ]'Ian-s:n
Tegal, = 9 hari : 30 % Usng Harian
gabupata; Fhusus untuk supir disesuilean dengan
Kota ! pevjalanan dinas ctaf tanpa melihat
kepanglatan yang bersanglotan
Pelalongan i . )
Untulk perjalanan dinas yang
mengilutsertalcan Non PNS biaya
perjalanan dinasnya diatur dengan
Feputusan Wallots tercendir




RO

JENIS EEGIATAN ‘

PERINCIAN
EEGIATAN

‘E‘-ﬂ.‘l"ﬂ.ﬂ.‘h"

INDEKS HARGA

EETERANGAN

d. Bisya
Penginapan

Dialam hal Pelaksana SPPD fidak
menggunakan fosilitas hotel atau fempat
penginapan lamnya, kepada yarng
bersangkutan diberikan biaya penginaparn
sebesar 30% (tiga puluh persen| darn tarf
hotel dikota fempat fuman sesual dengan
tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan
dibayarkan secara lumpsum.

Dalam hal biaya penginapantelah
difanggung panitia penyelenggara maka
kepada pelaksana SPPD fidak diberkan lagt
bigya penginapan baik secara penuh
maupun 30%

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALWA BAGIAN HUKUM,

Flt. WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH




